KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 117 TAHUN 2003

TENTANG

PENGUSULAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA DHARMA

NUSA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN WARGA NEGARA

INDONESIA LAINNYA DI DAERAH BERGEJOLAK DALAM WILAYAH

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang
:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2003 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Nusa, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengusulan Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Nusa Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Warga Negara Indonesia Lainnya di daerah Bergejolak Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Mengingat
:
1.
Undang‑undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959 tentang Ketentuan‑ ketentuan umum Mengenai Tanda‑tanda Kehormatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1789), jo. Undang​-undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 3);

2.
Undang‑undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok‑pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang‑undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang‑undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2003 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Nusa (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4299);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGUSULAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA DHARMA NUSA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN WARGA NEGARA INDONESIA LAINNYA DI DAERAH BERGEJOLAK DALAM WILAYAH NEGERA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.
Satyalancana Dharma Nusa adalah bentuk penghargaan dari Negara yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia lainnya dan Warga Negara Asing yang telah berjasa dalam melaksanakan tugas atau membantu operasi pemulihan keamanan di suatu daerah bergejolak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Daerah bergejolak adalah bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tempat terjadinya gangguan keamanan yang dilakukan oleh gerakan separatis bersenjata atau kelompak lainnya yang nyata‑nyata dapat mengganggu, mengancam atau merusak kredibilitas, keutuhan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Pegawai Nereri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil pada Departemen Dalam Negeri, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kesekretariatan Lembaga lainnya dan Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota;

4. Warga Negara Indonesia lainnya adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang berjasa membantu Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Daerah bergejolak.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 2

(1)
Persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diberikan Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Nusa meliputi :

a. Surat Perintah penugasan atau bukti‑bukti yang sah yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas atau membantu operasi pemulihan keamanan di suatu daerah bergejolak;

b. Selama melaksanakan tugas dalam operasi pemulihan keamanan di daerah bergejolak tidak melakukan perbuatan tercela;

c. Lama penugasan atau membantu sekurang‑kurangnya 90 (sembilan puluh) hari secara terus‑menerus atau 120 (seratus dua puluh) hari secara terputus‑putus atau tewas dalam penugasan;

(2)
Persyaratan bagi Warga Negara Indonesia lainnya yang akan diberikan tanda kehormatan Satyatancana Dharma Nusa meliputi :

a.
Secara aktif membantu pemerintah dalam membantu/mendukung pemulihan keamanan di daerah bergejolak sekurang‑kurangnya 90 (sembilan puluh) hari secara terus‑menerus atau 120 (seratus dua puluh) hari secara terputus‑putus dalam kegiatan pemulihan di daerah bergejolak;

b. Rekomendasi dari kelompok masyarakat dan atau tokoh masyarakat atas keterlibatannya dalam operasi pemulihan keamanan di daerah bergejolak;

c. Setelah mendapat pertimbangan dari Tim Tanda Kehormatan Satyalancana Darma Nusa yang keanggotaannya ditetapkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota;

(3)
Persyaratan bagi Warga Negara Asing yang akan diberikan tanda kehormatan Satyalancana Dharma Nusa meliputi :

a. Berdasarkan penugasan dan nyata‑nyata telah berjasa dalam melaksanakan tugas operasi atau membantu pemulihan keamanan di daerah bergejolak dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia;

b. Rekomendasi dari Menteri Luar Negeri;

c. Rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri;

d. Rekomendasi dari kelompok masyarakat dan atau tokoh masyarakat atas keterlibatannya dalam operasi pemulihan keamanan di daerah bergejolak;

(4) Setelah mendapat pertimbangan dari Tim Tanda Kehormatan Satyalancana Darma Nusa yang keanggotaannya ditetapkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN USUL

Pasal 3

(1) Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretaris Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan Sekretaris Lembaga Lainnya mengajukan usul secara tertulis calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Nusa bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya kepada Menteri Dalam Negeri;

(2) Gubernur mengajukan usul secara tertulis calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Nusa bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi dan warga negara Indonesia lainnya di lingkungannya kepada Menteri Dalam Negeri;

(3) Gubernur mengajukan usul secara tertulis calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Nusa bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Warga Negara Indonesia Lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Menteri Dalam Negeri setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota;

(4) Pengusulan Tanda Kehormatan Satyalancana Darma Nusa kepada Warga Negara Asing dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Luar Negeri;

(5) Pengusulan secara tertulis, calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Darma Nusa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) diatas dilanjutkan kepada Presiden melalui Dewan Tanda Kehormatan Republik Indonesia

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di   Jakarta

pada tanggal
7 - 11 ‑ 2003

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

HARI SABARNO
